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PERAN STRATEGIS BAPPEDA DAN
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM
UU 25 TAHUN 2004 DAN 23 TAHUN 2014



PERAN STRATEGIS DAN
MANDAT KEPADA BAPPEDA

UU 23/2014 ttg
Pemerintahan
Daerah

UU 25/2004 ttg
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Kementerian PPN/
Bappenas

Susuai UU 25/2004 ttg SPPN
bertujuan untuk menjamin

terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi




KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL -
DALAM UU 25 TAHUN 2004

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembanqunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenqqgara negara dan
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.




TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL a

DALAM UU 25 TAHUN 2004 S

mendukung koordinasi antarpelaku pembanqunan

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinerqi baik antarDaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggqgaran,
pelaksanaan, dan pengawasan

mengoptimalkan partisipasi masyarakat

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan




KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(ARAHAN PRESIDEN)

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di
setiap K/L yang dipimpinnya

. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat

Kebijakan anggaran berdasarkan money follow program, tidak semua Tusi
harus dibiayai secara merata

Pemangkasan program yang nomenklaturnya kurang jelas dan kurang
bermanfaat bagi rakyat

Pemangkasan regulasi yang menghambat pengambilan keputusan dan
tindakan

Peningkatan belanja modal dan fokus pada pembangunan infrastruktur
Penyediaan SDM berkualitas dalam percepatan pembangunan

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN _ >

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

% HOLISTIK - TEMATIK

Penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan
dengan pencapaian tujuan program prioritas

TERINTEG RASI,“,

Keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam
mencapai sasaran prioritas nasional

SPASIAL

v Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi
E "‘ fg ’yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses

integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Untuk Menjalankan Pendekatan tersebut Diperlukan System Integrator di Pusat dan Daerah

BAPPENAS

BAPPEDA

Sebagai System Integrator di tingkat
Pusat

Sebagai System Integrator di tingkat
Daerah




PENDEKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 3
(RKP) 2017 -

DOMAIN POLITIK (GIVEN)

3 Dimensi Pembangunan + Kondisi Perlu DOMAIN PERENCANAAN

+ Pembangunan Ekonomi Pendek'atan Hol.lstlk-Ter.natlk,
Terintegrasi & Spasial

Multilateral Meeting

Bilateral Meeting

Musrenbang Nasional

Trilateral Meeting




KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM UU 23 TAHUN 2014

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan
Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.

Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.




DUALISME INSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3
DI DAERAH DALAM UU 23 TAHUN 2014 R

BAPPEDA
PASAL 260 AYAT (2)
e Menyelaraskan perencanaan e Rencana pembangunan Daerah
pembangunan antarDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kabupaten/kota dan antara Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan
provinsi dan Daerah kabupaten/kota di diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah
wilayahnya yang membidangi perencanaan

pembangunan Daerah.
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KONSEP RPP GWPP 3

Pelaksanaan

Sinkronisasi Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan K/L dengan Program Dekon/TP

s

>
Korbinwas

>

>
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GAMBARAN UMUM PENGATURAN BADAN DALAM
PP NO. 18 TAHUN 2016



PENGATURAN TYPOLOGI
BADAN DAERAH

Tipe A (>800)
e 1 Sekretariat (3 e 1 Sekretariat (2 e 1 Sekretariat (2
sub bagian) sub bagian) sub bagian)
e 4 Bidang e 3 Bidang e 2 Bidang
(masing-masing (masing-masing (masing-masing

3 sub bidang) 3 sub bidang) 3 sub bidang)
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UPAYA BAPPENAS DALAM PENYUSUNAN PP 18/2016 3
(REVISI PP 41/2007) -

Dalam konteks menjaga sinergi perencanaan pusat dan daerah agar tidak terjadi dualisme, Bappenas telah
melakukan:

* Mengirimkan surat No. 7409/D.VII/11/2015, tanggal 3 November 2015, kepada Direktur Jendral Otonomi Daerah
Kemendagri tentang Penyampaian Masukan RPP tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tentang usulan
indikator, bobot dan kelas interval untuk penentuan tipologi Bappeda namun untuk skala interval belum
diakomodir

* Bappenas juga telah melakukan input data variabel teknis di dalam aplikasi
http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id/ untuk penentuan tipologi Bappeda, namun tidak sepenuhnya diakomodir

* Penyampaian masukan RPP tentang Organisasi Perangkat Daerah melalui surat No. 8994/D.VII/12/2015 terkait
dengan usulan pernaikan batang tubuh RPP serta usulan kelas interval, namun masukan tersebut juga tidak
sepenuhnya diakomodir

* Penegasan kembali masukan atas revisi PP No. 41 Tahun 2007 melalui Surat No. 0043/M.PPN/02/2016 tanggal 10
Februari 2016 dari Menteri PPN ke Menteri Dalam Negeri dan Surat No. 0114/M.PPN/04/2016 tanggal 14 April
2016 dari Menteri PPN ke Menteri Dalam Negeri.
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AMANAT PENYUSUNAN PEDOMAN NOMENKLATUR
DALAM PP NO. 18 TAHUN 2016



DASAR HUKUM PENYUSUNAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH =
(PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH)

Pasal 109 ayat 1 : Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan
unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan
pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan
Pemerintahan tersebut. (contoh Bappeda = pedoman dari Bappenas).

Pasal 109 ayat 2 : Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman
nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan
kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 109 ayat 3 : Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah,
sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit
kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu)
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

16



USULAN BAPPENAS UNTUK PEDOMAN NOMENKLATUR
BAPPEDA



POLA STRUKTUR BAPPEDA TIPE A 2.

Bappenas

Keterangan:
Bidang |

KFEPALA BADAN
SEKRETARIAT
EUEBAGIAN SUBBAGIAN SUBBACIAN
TMUM & PERENCANAAN | | KFUANGAN
KEPEGAWAIAN | |& PENYUSUMNAN
FROGRAM
BIDANG ANALISIS g_mt BIDANGI BIDANG I BIDANG III
: . h FEMBANGUNAN EKONOMI DAN SDA INFRASTRUKTUR DAN
ﬁ%ﬁ% LEE: %‘:ﬁ%ﬁ:\.— MANTUSIA DAN PENGEMBANGAN
— MASYARAKAT WILAYAH
SUEEIDL; SUBEIDI: SUBEID L SUBEID I,
| | ANAIISIS FKONOAD PEMEANCGUNAN | | FRONCMI DAN SDA INFRASTRUKTUR &
MAKRO DAFRAH ALANUSLA & I PENGEABANGAR
MASYARAKAT WILAYAHI
1
- SUBEID -
SUBEID I SUBBIDIL. INFRASTRUKTUR &
ANALISIS PEABANGUNAN L SUBEID L., PENCEMBANCAN
| | KEWILAVAHAN DAN MANUSIA & FKONOM DAN 5DA WILAYAHTI
KONEKTIVITAS MASTYARAKAT I
1
SUBEID ... SUBEID III -
SUBBIDIII - SUBBID W, EKONOM DAN SDA INFRASTRUKTUR &
DATA_ STATISTIK FEMBANGUNAN — I PENGELBANGAN
AL 2oA e AMANUSIA & WILAVAHII
MOREV DAN MASYARAKAT
PELAPORAN : s

1.

Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat | : Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Il : Pendidikan,
Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan, Kearsipan

3. Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Il : Sosial,
Kebudayaan, Trantibbum Linmas, Adminduk Capil, Persandian

Bidang Il

1. Subbid Ekonomi dan SDA | : Perdagangan, Perindustrian, Koperasi,
UKM, Penanaman Modal, Pariwisata

2. Subbid Ekonomi dan SDA Il : Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM

3. Subbid Ekonomi dan SDA Il : Pertanian, Pangan, Kelautan dan
Perikanan

Bidang Il

1. Subbid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah | : PU dan Penataan
Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2. Subbid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Il : Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi

3. Subbid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah Il : Komunikasi dan

Informasi, Perhubungan 18



EKFEPALA BADAN
SEERETAFRIAT
SUEBAGIAN SUBBAGIAN
UMUML PERENCANAAN &
KEPEGAWAILYN, PENYUSUNAN
& KEUANGAN PROGCERAM
BIDANG ANALTSIS DATA BIDANG I BIDANG IT
SCITNAN NCAN PEMBANGUNAN “ON g
FROGRAM PENGENDALTAN ALANUSIA DAN EKONOMI, SDA DAN
EVALUASI DAN PELAPORAN AASYARAKAT INFEASTRUKTIUR
SUEBID I SUBEID ] SUBBID L,
ANATISIS EKONOMI KESEHATAN, Eﬁéﬁgﬁﬂ
PENGENDALLAN :
MAKFRO DAFRAH DALLA KOPERASL UEOL
PENDUDUK DAN KB, e :
B FENANAMAN MODAL,
PEME FEREMFUAN BARITISATA
2 2Lk y SAT!
SUBEBID L. SUBEID L.
SUBEID II - AN b LH KFHUTANAN, ESDAL
. FENDIDIKAN, FEMUDA i AN, ESDAL
AMATIEIS — OLAHRAGA TENAGA | | FEETANIAN, PANGAN,
KEWILAYAHAN DAN Hﬁ; EELAUTAN DAN
KONEKTIVITAS FERFUSTAKA4N, FERIEANAN
™
KEARSIFA? TR I
SUEBID IOL., PUDAN PENATAAN
SUBEBID I ; SOSIAL, KOMINFO, RUANG, FERTANAHAN,
DATS ErATIS T a KEBUDAYAAN, PERTA{AHAN RAKVAT
ATA, STATISTIE. TRANTIEBUML LINALAS, - & HAWASAN
MONEV DAN ADMINDUE CAFIL, FEMUKIRAN,
FELAPORAN FERSANDIAN FERHUBUNGAN, PEM
MASYARAKAT DAN

DESA TRANSAIGERASI

POLA STRUKTUR BAPPEDA TIPEB 2.

Bappenas

Keterangan:

Bidang |

Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat | : Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Il : Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga; Tenaga Kerja; Perpustakaan; Kearsipan

Subbid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Il : Sosial,
Kominfo, Kebudayaan, Trantibbum Linmas, Adminduk Capil
Persandian

Bidang Il

Subbid Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur | : Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Pariwisata

Subbid Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur Il : Lingkungan Hidup,
Kehutanan , ESDM, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Subbid Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur Ill : PU dan Penataan
Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Perhubungan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi
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POLA STRUKTUR BAPPEDA TIPE C 2.

appenas

BIDANG ANALISIS DATA

a4 FROGEANL
I , EVALTAST
DAN PELAPORAN

BIDANG
PEMBANGUNAN SEKTORAL

SUEBID L,
ANALISIS EKONOMI
—| MAKRO DAFRAH

SUBBID I PEMBANGUNAN MANLSIA .

SUEEIDII
AMALIEIS
EKEWILAYAHANDAN

u KONEKTIVITAS

PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, KEBUDAYAAN, TENAGA

KERJA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PEME PEREMPUAN

& PLANAK, . PEAIUDA OLAHRAGA, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, ,
TRANTIBEUM LINMAS, ADMINDUK CAPIL, PERSANDIAN

SUBEID II EKONOMI DAN SDA:
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASL, UKM, PENANAMNAN
MODAL, PARTWISATA, PERTANIAN, PANCAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN, LH, KEHUTANAN, FSDM

SUBBIDIII -
- DATA STATISTIE,
MONEV DAN
PELAPORAN

SUBBID IIT INFEASTRUKTUR DAN PENGEAMBANCGAN WILAYAH:
FUDAN PENATAAN REUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN RAKYAT
& KAWASAN PEMUKINAN, KOMINFO, PERHUBUNGAN, PEM
MASYARAKAT DAN DESA, TRANSMIGRASI

KEPALA BADAN Keterangan:
Bidang Pembangunan Sektoral
SEKRETARIAT e Subbid Pembangunan Manusia : Pendidikan,

Kesehatan, Sosial, Kebudayaan, Tenaga Kerja,
Pengendalian Penduduk Dan Kb, Pemb Perempuan

———— . & P.Anak, , Pemuda Olahraga, Perpustakaan,

KEPEGATALLY, PERENCANAAY & Kearsipan, , Trantibbum Linmas, Adminduk Capil,

S REpANeAR PROGRAM Persandian

Subbid Ekonomi dan SDA : Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, Ukm, Penanaman Modal,
Pariwisata, Pertanian, Pangan, Kelautan Dan
Perikanan, LH, Kehutanan, ESDM

Subbid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan
Rakyat & Kawasan Pemukiman, Kominfo,
Perhubungan, Pem Masyarakat Dan Desa,
Transmigrasi

20



BUSSINESS PROCESS 3
DALAM USULAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Penyelenggaraan 1

I
1 Dikoordinasikan oleh:

! SUBBAGIAN PERENCANAAN

1 | BIDANG ANALISIS PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, Bldang-Bldang & PENYUSUNAN PROGRAM SUBSTANSI

1 | DATA, EVALUASI, & PELAPORAN PEMBANGUNAN SEKTORAL

| SUBBID 11T : , SUBBID I (Bidang 1, 11, 111 DIINTEGRASIKAN

' DATA, STATISTIK SUBBID 1 : ANALISIS il Oleh Bidang Analisis

1 ’ ’ - ANALISIS EKONOMI > PENGEMBANGAN . . Pembangunan, Perencanaan
: EVALUASI DAN MAKRO DAERAH KEWILAYAHAN Di jabarkan dalam koordinasi Sinkronisasi dan Program dan Analisis Data,
| PELAPORAN program dan kegiatan Harmonisasi pada Evaluasi dan Pelaporan

| sektoral PERANGKAT DAERAH MUSRENBANG

! I

I

PEMANTAUAN
MELAKUKAN EVALUASI

PERANGKAT DAERAH
TERKAIT

: BIDANG-BIDANG BIDANG ANALISIS DATA PEMBANGUNAN, PERENCANAAN :
: PEMBANGUNAN - PROGRAM, EVALUASI, & PELAPORAN !
- SEKTORAL !
| (BIDANG I, 11, DAN 11I) SUBBID Il !
1 _ PROGRAM, DATA, STATISTIK, 1
: l MELAKUKAN EVALUASI DAN PELAPORAN :
. :
I I
I |
I 1
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URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA -

Analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik,
integratif dan spasial, yang dimulai dari:

* strategi pembangunan daerah;

* arah kebijakan pembangunan daerah;

* kerangka ekonomi makro;

* rancang bangun sarana dan prasarana; serta

* pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan.

Penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan
jangka pendek (RKPD), serta pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan
pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan
panjang; serta dinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang.

Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal
(antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan
kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;

Dan lain-lain.
22



URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BAPPEDA

eeeeeeeeeeeeeeee
aaaaaaaa

Pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan kegiatan lingkup Bappeda;

Pengoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
lingkup Bappeda;

Pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD,
RPJMD, dan RKPD;

Pengkoordinasian dukungan teknis Pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah;

Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan
rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;

Dan lain-lain.

23



URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG ANALISIS DATA PEMBANGUNAN, PERENCANAAN 5

Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator
ekonomi) melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial;

Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah serta Pengoordinasian pagu
indikatif pembangunan daerah

Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;

Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif, dan spasial yang berbasis pada pengembangan
kewilayahan;

Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro untuk mengetahui pencapaian
outcome dan impact program pembangunan daerah, serta pegendalian pelaksanaan rencana pembangunan
daerah; dan

Pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Dan lain-lain.
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URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG LILIII BAPPEDA . 2.

m PN/
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Analisis dan perumusan kebijakan sesuai bidangnya secara holistik-tematik, integratif dan spasial.

Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,
kelembagaan, dan pendanaan sesuai dengan bidang pembanqunannya;

Penyiapan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD sesuai
bidang pembangunannya;

Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antara
pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan
pusat untuk Prioritas Nasional sesuai dengan bidang pembangunannya;

Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah (Bappeda)
kab/kota bidang pembangunan manusia dan masyarakat;

Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya,
dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan;

Dan lain-lain.
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